
 

  

BERITA NEGARA 

REPUBLIK INDONESIA 
No.1389, 2021 KEMEN-LHK. UPT Badan Standardisasi 

Instrumen LHK. Orta. Pencabutan. 
 
 

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN 

STANDARDISASI INSTRUMEN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA, 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan 

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 15 

Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 

organisasi kementerian lingkungan hidup dan 

kehutanan salah satunya Badan Standardisasi 

Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

b. bahwa untuk mendukung teknis operasional dan/atau 

tugas teknis penunjang pada Badan Standardisasi 

Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu 

membentuk unit pelaksana teknis; 

c. bahwa pembentukan unit pelaksana teknis sebagaimana 

dimaksud dalam huruf b telah mendapat persetujuan 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di 

bidang aparatur negara; 

 

www.peraturan.go.id



2021, No.1389 -2- 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Badan Standardisasi Instrumen 

Lingkungan Hidup dan Kehutanan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4916) 

3. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang 

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 209); 

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor 15 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 

756); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT 

PELAKSANA TEKNIS BADAN STANDARDISASI INSTRUMEN 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  

 

BAB I  

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 

1. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT 

adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang 

melaksanakan tugas teknis operasional tertentu 
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dan/atau tugas teknis penunjang tertentu dari 

organisasi induknya. 

2. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Lingkungan 

Hidup yang selanjutnya disingkat BBPSILH adalah UPT 

yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian 

standar instrumen lingkungan hidup. 

3. Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan 

yang selanjutnya disingkat BBPSIK adalah UPT yang 

menyelenggarakan tugas dan fungsi pengujian standar 

instrumen kehutanan. 

4. Balai Penerapan Standar Instrumen Lingkungan Hidup 

dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat BPSILHK 

adalah UPT yang menyelenggarakan tugas dan fungsi 

penerapan standar instrumen lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

5. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan 

kehutanan. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mengatur mengenai: 

a. kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi UPT; 

b. kelompok jabatan fungsional; 

c. tata kerja; 

d. jabatan; dan 

e. nama, lokasi, dan wilayah kerja. 

 

BAB II  

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

 

Bagian Kesatu 

Umum 

 

Pasal 3 

Berdasarkan Peraturan Menteri ini ditetapkan UPT Badan 

Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
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yang meliputi: 

a. BBPSILH; 

b. BBPSIK; dan 

c. BPSILHK. 

 

Bagian Kedua 

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen 

Lingkungan Hidup 

 

Pasal 4 

(1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

(2) BBPSILH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh kepala. 

 

Pasal 5 

(1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

mempunyai tugas: 

a. melaksanakan pengujian dan validasi standar 

instrumen di bidang lingkungan hidup; 

b. melaksanakan pengujian dan validasi metode 

verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di 

bidang lingkungan hidup; dan  

c. melaksanakan tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang lingkungan hidup. 

(2) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

menyelenggarakan fungsi:  

a. menyusun rencana, program dan anggaran 

pengujian dan validasi standar instrumen dan 

metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan 

korektif penerapan standar instrumen di bidang 

lingkungan hidup; 

b. melaksanakan pengujian dan validasi standar 

instrumen dan peralatan penunjang penerapan 

standar instrumen di bidang lingkungan hidup; 
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c. melaksanakan pengujian dan validasi metode 

verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di 

bidang lingkungan hidup; 

d. melaksanakan tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang lingkungan hidup; dan 

e. melaksanakan urusan tata usaha dan rumah 

tangga balai besar. 

 

Pasal 6 

(1) BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 terdiri 

atas:  

a. bagian umum; 

b. bidang pengujian dan validasi standar instrumen;  

c. bidang pengujian dan validasi metode verifikasi 

penilaian kesesuaian standar instrumen; dan 

d. kelompok jabatan fungsional.  

(2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dipimpin oleh kepala bagian. 

(3) Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang. 

(4) Struktur organisasi BBPSILH sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 7  

Bagian umum BBPSILH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

6 ayat (1) huruf a mempunyai tugas: 

a. menyusun rencana, program dan anggaran; 

b. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian, 

administrasi keuangan, administrasi barang milik 

negara; 

c. melaksanakan tata persuratan, kearsipan, kerumah 

tanggaan; dan 

d. melakukan pengelolaan data dan informasi. 
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Pasal 8 

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 

mempunyai tugas: 

a. menyiapkan pengujian dan validasi standar instrumen di 

bidang lingkungan hidup; dan 

b. menyiapkan peralatan penunjang penerapan standar 

instrumen di bidang lingkungan hidup. 

 

Pasal 9 

Bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian 

kesesuaian standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (1) huruf c mempunyai tugas menyiapkan 

pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian 

standar instrumen serta tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang lingkungan hidup. 

 

Bagian Ketiga 

Balai Besar Pengujian Standar Instrumen Kehutanan 

 

Pasal 10  

(1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

(2) BBPSIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh kepala. 

 

Pasal 11  

(1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

mempunyai tugas melaksanakan pengujian dan validasi 

standar instrumen dan metode verifikasi penilaian 

kesesuaian dan tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang kehutanan. 

(2) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 

menyelenggarakan fungsi: 
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a. penyusunan rencana, program dan anggaran 

pengujian dan validasi standar instrumen dan 

metode verifikasi penilaian kesesuaian dan tindakan 

korektif penerapan standar instrumen di bidang 

kehutanan; 

b. pelaksanaan pengujian dan validasi standar 

instrumen dan peralatan penunjang penerapan 

standar instrumen di bidang kehutanan; 

c. pelaksanaan pengujian dan validasi metode 

verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen di 

bidang kehutanan; 

d. pelaksanaan tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang kehutanan; dan 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

balai besar. 

 

Pasal 12  

(1) BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 terdiri 

atas:  

a. bagian umum; 

b. bidang pengujian dan validasi standar instrumen;  

c. bidang pengujian dan validasi metode verifikasi 

penilaian kesesuaian standar instrumen; dan 

d. kelompok jabatan fungsional.  

(2) Bagian umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf a dipimpin oleh kepala bagian. 

(3) Bidang pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

huruf b dan huruf c dipimpin oleh kepala bidang 

(4) Struktur organisasi BBPSIK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 13  

Bagian umum BBPSIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

12 huruf a mempunyai tugas penyusunan rencana, program 

dan anggaran, pelaksanaan urusan administrasi 
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kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi barang 

milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, 

dan pengelolaan data dan informasi. 

 

Pasal 14  

Bidang pengujian dan validasi standar instrumen 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b mempunyai 

tugas penyiapan pengujian dan validasi standar instrumen 

dan peralatan penunjang penerapan standar instrumen di 

bidang kehutanan. 

 

Pasal 15  

Bidang pengujian dan validasi metode verifikasi penilaian 

kesesuaian standar instrumen sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 12 huruf c mempunyai tugas penyiapan pengujian dan 

validasi metode verifikasi penilaian kesesuaian standar 

instrumen serta tindakan korektif penerapan standar 

instrumen di bidang kehutanan. 

 

Bagian Keempat 

Balai Penerapan Standar Instrumen  

Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

 

Pasal 16  

(1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c 

berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala 

Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan. 

(2) BPSILHK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin 

oleh kepala. 

 

Pasal 17  

(1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan 

fasilitasi penerapan serta pengujian dan verifikasi 

penilaian kesesuaian standar instrumen lingkungan 

hidup dan kehutanan. 
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(2) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 

menyelenggarakan fungsi: 

a. penyusunan rencana, program, anggaran dan 

laporan di bidang pemantauan dan fasilitasi 

penerapan, pengujian dan verifikasi penilaian 

kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup 

dan kehutanan; 

b. pelaksanaan pemantauan penerapan standar 

instrumen lingkungan hidup dan kehutanan pada 

tingkat tapak; 

c. pelaksanaan pengujian dan verifikasi penilaian 

kesesuaian standar instrumen lingkungan hidup 

dan kehutanan pada tingkat tapak; 

d. pelaksanaan fasilitasi penerapan standar instrumen 

lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat 

tapak; dan 

e. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga 

balai. 

Pasal 18  

(1) BPSILHK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 terdiri 

atas:  

a. subbagian tata usaha; 

b. seksi pemantauan dan fasilitasi penerapan; 

c. seksi pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian; 

dan 

d. kelompok jabatan fungsional.  

(2) Struktur organisasi BPSILHK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Menteri ini. 

 

Pasal 19  

(1) Subbagian tata usaha sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 18 ayat (1) huruf a mempunyai tugas penyusunan 

rencana, program, anggaran dan laporan, pelaksanaan 

urusan administrasi kepegawaian, administrasi 

keuangan, administrasi barang milik negara, tata 
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persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan 

pengelolaan data dan informasi. 

(2) Seksi pemantauan dan fasilitasi penerapan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b mempunyai 

tugas penyiapan bahan pemantauan dan pelaksanaan 

fasilitasi penerapan standar instrumen lingkungan hidup 

dan kehutanan pada tingkat tapak. 

(3) Seksi pengujian dan verifikasi penilaian kesesuaian 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c 

mempunyai tugas penyiapan bahan pengujian dan 

verifikasi penilaian kesesuaian standar instrumen 

lingkungan hidup dan kehutanan pada tingkat tapak. 

 

BAB III  

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

 

Pasal 20  

Pada UPT dapat ditetapkan jabatan fungsional sesuai dengan 

kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 

Pasal 21  

(1) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas 

memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan 

tugas dan fungsi UPT sesuai dengan bidang keahlian 

dan keterampilan. 

(2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat terdiri atas berbagai jenis jabatan 

fungsional. 

(3) Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

diangkat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(4) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan 

kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan 

beban kerja.  
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(5) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

 

BAB IV  

TATA KERJA 

 

Pasal 22  

Kepala UPT menyampaikan laporan kepada Kepala Badan 

Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

mengenai hasil pelaksanaan tugas dan fungsinya secara 

berkala atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan. 

 

Pasal 23  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, kepala UPT harus 

menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata 

hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi 

dalam lingkungan UPT. 

 

Pasal 24  

Kepala UPT harus menyusun analisis jabatan, peta jabatan, 

analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh 

jabatan. 

 

Pasal 25  

Setiap unsur di lingkungan UPT dalam melaksanakan 

tugasnya harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, 

dan sinkronisasi baik dalam lingkungan UPT maupun dalam 

hubungan antar instansi pemerintah baik pusat maupun 

daerah. 

 

Pasal 26  

Setiap kepala UPT harus menerapkan sistem pengendalian 

internal pemerintah di lingkungan masing-masing untuk 

mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik 

melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pelaporan kinerja yang terintegrasi. 

 

Pasal 27  

Setiap kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan 

mengoordinasikan bawahan dan memberikan pengarahan 

serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan. 

 

Pasal 28  

Setiap kepala UPT wajib mengawasi pelaksanaan tugas 

bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan 

wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

 

Pasal 29  

Setiap kepala UPT harus mengikuti dan mematuhi petunjuk 

serta bertanggung jawab pada atasan masing-masing dan 

menyampaikan laporan kinerja secara berkala tepat pada 

waktunya. 

 

Pasal 30  

Dalam melaksanakan tugas, setiap kepala UPT harus 

melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit 

organisasi di bawahnya. 

 

BAB V  

JABATAN 

 

Pasal 31  

(1) Kepala balai besar merupakan jabatan pimpinan tinggi 

pratama atau jabatan struktural eselon II.b 

(2) Kepala balai merupakan jabatan administrator atau 

jabatan struktural eselon III.a 

(3) Kepala bagian dan kepala bidang merupakan jabatan 

administrator atau jabatan struktural eselon III.b 

(4) Kepala subbagian dan kepala seksi merupakan jabatan 

pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a 
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BAB VI  

NAMA, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA 

 

Pasal 32  

Nama, lokasi, dan wilayah kerja BBPSILH, BBPSIK dan 

BPSILHK sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang 

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri 

ini. 

 

BAB VII  

KETENTUAN PERALIHAN 

 

Pasal 33  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, seluruh 

jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan 

pada: 

a. balai besar penelitian dan pengembangan bioteknologi 

dan pemuliaan tanaman hutan; 

b. balai besar penelitian dan pengembangan ekosistem 

hutan dipterokarpa; 

c. balai penelitian dan pengembangan teknologi serat 

tanaman hutan; 

d. balai penelitian dan pengembangan teknologi konservasi 

sumber daya hutan; 

e. balai penelitian dan pengembangan teknologi 

agroforestry;  

f. balai penelitian dan pengembangan teknologi 

pengelolaan daerah aliran sungai; 

g. balai penelitian dan pengembangan teknologi hasil hutan 

bukan kayu; 

h. balai penelitian dan pengembangan lingkungan hidup 

dan kehutanan; dan 

i. balai penelitian dan pengembangan teknologi perbenihan 

tanaman hutan, 

tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan 

dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru 

berdasarkan Peraturan Menteri ini.  
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Pasal 34  

Perubahan organisasi dan tata kerja UPT di lingkungan 

Badan Standardisasi dan Instrumen Lingkungan Hidup dan 

Kehutanan menurut Peraturan Menteri ini ditetapkan oleh 

Menteri setelah mendapat persetujuan tertulis dari menteri 

yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

aparatur negara. 

 

BAB VIII  

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 35  

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: 

a. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.18/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Bioteknologi dan Pemuliaan Tanaman 

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 214); 

b. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan 

Pengembangan Ekosistem Hutan Dipterokarpa (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 215); 

c. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.20/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Serat Tanaman Hutan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 216); 

d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Konservasi Sumber Daya 

Hutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 217); 

e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.22/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 
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Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Agroforestry (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 218); 

f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.23/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/ 2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Pengelolaan Daerah Aliran 

Sungai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 

Nomor 219);  

g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Hasil Hutan Bukan Kayu 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

220);  

h. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.25/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

221); dan 

i. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan 

Nomor P.26/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan 

Pengembangan Teknologi Perbenihan Tanaman Hutan 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 

222), 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  

 

Pasal 36  

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

 

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 16 Desember 2021 

 

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

    ttd. 

 

SITI NURBAYA 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 21 Desember 2021 

 

DIREKTUR JENDERAL  

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

 

  ttd. 

 

BENNY RIYANTO 
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srn NURBAYA 

ttd. 

MENttRJ UNOKUNOAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA, 

KELOMPOK JABATAN 
FUNOSIONAL 

.................................... .................................... .................................... .................................... 

BIDANO PENGWIAN DAN 
VAUOASI J.1£TODE 

VERlFIKASI PENILAIAN 
KESESUAIA.'i STANDAR 

INSTRUJ.IEN 

BIOANO PENOWIAN DAN 
VAUOASI STANDAR 

INSTRUJ.lEN 

BAOIAN UMUM 

BAv.J BESAR 

STRUKTUR OROANISASI 

BAJ.Al BESAR PENOWIAN STANDAR INSTRUMEN KEHUTANAN 

LAMPIRAN II 
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sm NURBAYA 

ttd. 

MENttRI UNOKUNOAN HIDUP DAN 

KEHUTANAN REPUBUK INDONESIA, 

SEKSI PENGUJIAN DAN 
VERJFIKASI PENILAJAN 

KESESUAIAN 

SEKSI PEJ.IANTAUAN 
DAN FASIUTASI 

PENERAPAN 

SUBBAGIAN 
TATAUSAHA 

STRUKTUR OROANISASI 

BAI.Al PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN 

UNOKUNOAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

LAMPIRAN ID 

PERATURAN MENTERI UNOKUNOAN HIDUP DAN KEHUTANAN 

IU:PUBLIK INDONESIA 

NOMOR 26 TAHUN 2021 

TENTANO 

OROANISASI DAN TATA KERJA UNIT PEU\KSANA Tc:KNIS 

BADAN STANOARDISASI INSTRUMEN UNOKUNOAN HIDUP 

DAN KEHUTANAN 
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Ito. ltama l1PT Lobai Wilayah Kerja 

1) :ZJ 3) 4) 

I. Balnl Besar P<,nguJlan Samarlnda Seluruh Indonesia 
Standar lnstrumen 
Ungkung;m Hldup 

2. Balnl Besar P<,nguJlan Yogyakarta Seluruh Indonesia 
Standar lnstrumen 
Kehutanan 

3. Balal Penernpan Standar Aek Naull Provins! Aeeh, Provins! 
lnstrumen Ungkung;m Hldup Sumatera Utara 
dan Kehutanan Aek NauU 

4. Balal Penerapan Standar Kuok Provins! Rlau, Provlnsl 
lnstrumen Ungkung;m Hldup Jam bl, Provins I 
dan Kehutanan Kuok Kepulauan Rlau. 

Provins I Suma tern 
Baral 

s. Balal P<,nerapan Standar Palembang Provins! Sumatera 

lnstrumen Un&kung;m Hldup Se.latan, Provins I 
dan Kehutanan Palembang Bengkulu, Provins! 

Banpa Belitung. 
Provins! Lampung 

KEDl1DUKAN DAN WILAYAH KERJA 

LAMPIRANIV 
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lstlmewa Yogyakartn, 
Dae rah Provins! 

5oKor. Koln Bogor, Kola 
Oepok, Kola Beknsl. 
Knbupalen Bekasl) 
Provins! Jnwa Tengah I 
(Knbupnlen Brebes, 
Knbupaten Cllacap, 
Knbupalen Banyumas. 
Kola Tega), Knbupaten 
Tega!, Kabupalen 
Purbnllngga. Knbupalen 
Kcbumen, Kabupaten 
Pemalang, Kola 
Peknlongan, Knbupalen 
Pekalongan, Knbupalen 
BanJarnegam, 
Knbupalen Batang, 
Knbupalen Wonosobo, 
Knbupalen Kendal, 
Knbupnlen 
Temanggung. Kola 
Magelang. Kabupalen 
Magelang. Knbupaten 
Purworejo) 

Balal Penerapan Standar Solo 
lnslrumen Ungkungan Hldup 

8. 

Knbupalen (selaln 
Provins! Jawa Bnral U 

Provins! Jnwa Bnral I 

(Knbupnlen Bogor, Kola 
Bogor. Kota Oepok, 
Kola BekasJ, Knbupnlen 
Beknsl) 

Balal Penerapan Standar Clamls 
lnstrumen IJngkungan Hldup 
dan Kehutanan Ciamls 

7. 

OKI, 

Banten, Provlnsl 
Provins I 

Balal Penerapan Standar Bogor 
lnstrumen Llfl&kungan Hldup 
dan Kehutanan Bogor 

6. 
3) 1) 

Lob.ai Jtama VPT Ito. 
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dan Kehutanan Solo Jawa Tengah II 

(Kabupaten 5emarang. 
Kota Semarang. Kota 

Salatlga, Kabupaten 
Boyolali, Kabupaten 
Klaten, Kabupaten 
Dernak, Kabupaten 

-Jepara, Kabupaten 
Kudus. Kabupaten Pall, 
Kabupaten Orobogan, 
Kabupaten Rem bang. 
Kabupaten Sragen. 
Kabupaten Sukohrujo, 
Kabupaten 
Karanganyar, 
Kabupaten Blom. 

Kabupaten Wonogirl, 
Kota Surakarta), 
Provinsl Jawa nmur 

9. Bala! Penerapa.n Standar BanJarbaru Pro,insl Kallman tan 
Instnunen Ungkungan Hldup Selatan. Provlnsl 
dan Kehutanan BanJarbaru Kallman tan Baral, 

Provlnsl Kallman tan 
Tengah 

10. Balal Penerapan Standar SamboJa Provins! Kallman tan 
Instnunen Ungkungan Hldup nmuc dan Provlnsl 
dan Kehutanan SamboJa Kalimantan Utara 

11. Balal Penerapan Standar Makassar Provins I Sulawesi 
Instnunen Ungkungan Hldup Selatan. Provlnsl 
dan Kehutanan Makassar sutawesr Baral, 

Provlnsl Sulawesi 
Tenggara 

12. Balal Penerapan Standar Mana do Provins I Sula"'"-esl 
lnstnunen Ungkungan Hldup Utara. Provins! 
dan Kehutanan Manado Sulawesi Tengah dan 

Provtnsl Gorontalo 
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sm NURBAYA 

ttd. 

MENTER! UNOKUNOAN HIDUP DAN 
KEHUTANAN REPUBUK INDONESlA, 

No. Rama UPT Loboi Wilayah Kerja 

11 21 31 41 
13. Balal ~n•rnp11n Standar Kup11na Provtnsl Nusa Tenaaarn 

tnstrumen Ungkung,,.n Hldup Timur. Provins I 
do.n Kchutano.n Kup11ng Maluku, Provins I 

Mo.luku Utarn 

H. Bo.lo.I ~n•rnp11n Stondar Matarnm Provtnsl Bo.II don 
tnstrumen Ungkung,,.n Hldup Provtnsl Nusa Tenagorn 
do.n Kehutano.n Matarnm Barnt 

I :S Bo.lo.I ~n•rnpo.n Standar Manokwart Provtnsl Papua Barnt 
lnstrumen Una;kungan Hldup do.n Provlnsl Papua 
do.n Kehutanan Manokwarl 
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